LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT 1l MAJALENGKA '

NOMOR : - SERI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT Il MAJALENGKA

NOMOR : 9 TAHUN 4ggg,

TENTANG

' ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
PENGATRAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II1 MAJALENGKA

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
"BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang

a. bahwa dengan Peraturan Daerah kabupaten ‘Daerah
Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tahun 1998, telah
dibentuk Dinas Pekerjaan Umum - Pengairan.
Kabupaten Daerah Tingkat T1 Ma]alengka :

~b. bahwa......... e l2



b.

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 1998 sebagaimana tersebut.
pada huruf a diatas. perlu ménetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Pengairan . Kabupaten Daerah
Tingkat TI Majalengka ' :

Mengingat

I.

8]

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa
Barat { Berita Negara Republik Indonesia 1950):

Undang-undang Nomor 5. Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintah Di Daerah ( Lembaran Negara
Repubhlik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 3037 )

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
rokok Kepegawaian ( lLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55. Tambahan
LLembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 3041):

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974  tentang
Pengairan ( Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1974 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3046 ) ;

5. Peraturan............ 2



Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982
tentang Pengaturan Air ( Lembaran - Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37,
Tambahan ILembaran Negara Republik 1Indonesia
Nomor 3225 )

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982
tentang Trigasi ( LLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
3226):

Peraturan Pemerintah Nomoer 14 Tahun 1987
tentang Penverahan Sebagian Urusan
Pemerintahan Dalam Bidang Peker jaan Umum
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1987 Nomor 25. Tambahan Lem-
baran Negara Republik TIndonesia Nomor 3353) :

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991
tentang Rawa ( Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 35. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3441);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991

tentang Sungai ( Lembaran Negara Republik -

Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 3345 ) .

10. Peraturan........... 4.



10.

11,

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan
Titik Berat Pada Daerah Tingkat IT ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77,
Tambahan I.embaran Negara Republik 1Indonesia
Tahun 1992 Nomor 3487 ) ;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 61/PRT/
1984 tentang Penvelenggaraan Tugas Pembantuan
Bidang Peker jaan Umum di Daerah Tingkat T1

Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 39 Tahun
1982 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun
1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan
atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang
Waktu Pengesahan .

‘Keputﬁsan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

1994 tentang Pedoman Organisasi dan

Tata Kerja
Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Majalengka Nomor 8 Tahun 1998 tentang
Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
Kabupaten Daerah Tingkat I7J Majalengka :



Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka
MEMUTUSI KA AN
Menetapkan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1
MAJALENGKA TENTANG ORGANISAST DAN TATA KERJA
DINAS  PREKERJAAN UMUM PENGATRAN KABUPATEN DAFRAH
TTINGKAT 1T MAJALENGKA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Majalengka

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten'
Daerah Tingkat 1T majalengka

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupat1 Kepala
Daerah Tingkat IT Majalengka

d. Peraturan............ 6



Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tentang
Organisasi dan Tata Kerijia Dinas Pekerjaan Umum
Pengairan Kabupaten NDaerah Tingkat T1
Majalengka

Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum - Pengairan
Kabupaten NDaerah Tingkat 1T Majalengka

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pekerjaan Umum
Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat 11
Majalengka '

Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pekerjaan Umum
Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat I1
Majalengka vang mempunvai wilayah kerja
meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Majalengka:

“1nit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur
Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabu-
paten Daerah Tingkat I] Majalengka yvang mela-
kukan sebagian tugas operasional tertentu .Di-
nas di lapangan dan selanjutnyva disebut UPTD

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok
Pegawai Negeri Sipil vang diberi tugas wewenang

dan ha¥ secara penuh oleh pejabat vang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan vang
sesuai  dengan profesinva dalam rangka

Yelancaran tugas pemerintah.

BAB II....... e e e e 7



BAR 11
KEDUDUKAN TUGA:S POKOK DAN FUNGST
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal = 2

(1) Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah
di bidang Pengairan. :

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas vang berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
Kepala Daerah. ' ' '

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunvai tugas pokok melaksanakan sebagian
Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Pengairan dan

tugas pembantuan vang ditugaskan kepada Peme-
tintah Daerah.



Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal
3 Peraturan Daerah ini. Dinas mempunyai fungsi

a.

b.

Pelaksanaan teknis operasional di bidang Peng-
airan yvang meliputi survey dan pengendalian
operasional. pembangunan, operasional dan pe~
mel iharaan, pengairan dan pedesaan serta bina
manfaat berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepa-
la Daerah ; :

Pelaksanaan teknis fungsional di bidang peng-
airan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepa-
la Daerah :
Penvelenggaraan pelavanan teknis administratif
ketatausahaan. keuangan dan kepegawaian serta
peny¥usunan rencana dan Program Kegiatan Dinas.

RAR ITT

ORGANTSAST

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5....... e e e e e e e 9 .
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Pasal 5
Unsur Orean1sa81 D1nas terd1r1 atas :
“a. P1mp:nan adalah Kepa]a Dlnas'; . .
'b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tadta Usaha
c. Pelaksana adalah Seksi, Caban° Dlnas dan UPTD

serta Ke]ompok Jabatan Funoslonal ‘ LT
Baglan Kedua 
Susunan Organisasi

Pasal 6 .

{1)'Orgahisasi Dinas tefdiri atas

a. Kepala Dinas
b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan

Urusan Umum ;
- Urusan Keuangan' ;
Urusan Kepegawaian :
Urusan Peralatan dan Pcrbekalan

RSNV IN S

¢. Seksi Survey dan Penoendallan 'Opérasional_
membawahkan :

1. Sub Seksi Perencanaan dan Penyusuhan
Program ; / : ' :
2. Sub Seksi Survey dan Pemetaan ;

3. SUB. 10




3.
4.

- 10 -

Sub Seksi Hidrologi dan Hidrometri
Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Seksi Pembangunan, membawahkan

1. Sub Seksi Perencanaan Teknis

2. Sub Seksi Pembangunan. dan Peningkatan ;
3. Sub Seksi Rehabilitasi

4. Sub Seksi Tata Teknik.

Seksi Operasional dan Pemeliharaan,
membawahkan o

1. Sub Seksi Operasional ;

2. Sub Seksi Pemeliharaan

3. Sub Seksi IPATIR

4. Sub Seksi Data Tnventarisasi.

Seksi Pengairan Pedesaan., membawahkan

1.
2.

3.

4.

Sub Seksi .Rina Perencanaan Teknis

Sub - Seksi. Bina Pembangunan dan " Pening-
katan .

Sub  Seksi Bina Rehabilitasi dan Penge-
lolaan : . '

Sub Seksi Pembinaan dan Pengembangan
P3A.

Seksi Bina Manfaat. membawahkan

1.
2]

PR

Sub Seksi Perijinan
Sub Seksi Retribusi :

3. 8ub.... .. 11.
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3. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
4. Sub Seksi Penyuluhan.

h. Cabang Dinas
i. UPTD
i. Kelompok‘Jabataﬁ Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas - sebagaimana

.tercamtum dalam lampiran, merupakan bagian =
yapg-_tidakvterpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Bagién Ketiga
-Bidang Tugas. Unsur Organisasi
- Paragraf .1
Kepala Dinas
'Pasal 7
Kepala Dinas mempunyai tﬁgas pokok memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam
melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah
di bidang pengairan serta tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada Pemerintah Daerah

Paragraf............... 12
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‘Paragraf 2~
“Sub Bagian Tata Usaha

”Pasal 8

{1)>§ub BaOJan Tata Usaha mempunyai 'tugas pokok

-
|0

L
]

melaksanaka dan péngelolaan urusan  umum,
urusan keuangan, urusan:'kepegawaian,'_urusan :
peralatan dan perbekalan{ ' : S :

untuk menvelengﬂarakan tuoas pokok ‘sebagai-

mana dimaksud vpada ayat (1) Pasal ~ini,Sub

Bagian tata Usaha mempunyvai fungsi

a. Pelaksanaan Pengelolaan Urusan, Umum ;

"b. Pelaksanaan PengelolaanfUrusan Keuangan

c. Pelaksanaan . Pengelolaan  Administrasi
Kepegawaian : ’

d. Pelaksanaan Pengelolaan Peralatan. dan

Perbeka]an

4

Sub Bagian Tafa'Usaha;,membawahkan.:

a. Urusan Umum ;

b. Urusan Keuangan ;
c. Urusan Kepegawaian ;
d. Urusan Peralatan dan Perbekalan

Pasal 9...... PP ]



(1)

(1)

- 13 -
Pasal 9

Urusan Umum mempunvai tugas pokok melaksa-

nakan pengelolaan. urusan surat-menyurat,
kearsipan. penggandaan. rumah tangga. admi-
nistrasit perialanan dinas. kehumasan dan

renvusunan program dinas serta pelaporan.

Untuk menvelenggarakan tugas pokok sebagai-
mana dimaksud pada avat (1) Pasal ini. Urusan
Umum mempunvai fungsi

a. Pelaksanaan urusan surat . menvurat, peng-
gandaan. kearsipan. kerumahtagaan dan
administrasi perjalanan dinas . :

b. Pelaksanaan wurusan kehumasan, penvusunan
program dan pelaporan. :

Pasal 10
Urusan Kkeuangan mempunyai tugas pokok melak-
sanakan pengelolaan administrasi keuangan
dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai-
mana dimaksud pada avat (1) Pasal ini, Urusan
Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penvusunan rencana angga-
ran pembiavaan :
h. Pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Pasal 11...............14



(11

(2)

- 14 -

Pasal 11

Urusan kepegawaian mempunvai tugas. pokok
melaksanakan pengelolaan administrasi kepe-
gawaian. ketatalaksanaan dan perpustakaan.

Untuk menvelenggarakan tugas pokok sebacai-
mana dimaksud pada avat (1) Pasal inj. Urusan
kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penviapan bahan penvusunan rencana mutasi,
disiplin dan pengembangan pegawai :

b. Penviapan bahan penyvusunan pedoman dan
ketatalaksanaan : _ ,
¢. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan

perpustakaan.
Pasal 12
Urusan Peralatan dan Perbekalan mempunvai
tugas pokok melaksanakan pengelolaan pera-

latan dan perbekalan :

Untuk menvelenggarakan tugas prokok sebagai-
mana dimaksud pada avat (1) Pasal ini. Urusan

-Peralatan dan Perbekalan mempunvai fungsi:

a. Pelaksanaan pengelolaan  peralatan dan

vrerbekalan dinas :
bh. Pelaksanaan pengadministrasian peralatan

dan perbekalan dinas.

Paragraf 3 ............15



(2)

(3)

- 158 -

o}

Paragraf 3
Seksi Survev dan Pengendalian Operasional
Pasal 13

Seksi Surveyv dan Pengendalian Operasional
mempunvai tugas pokok melaksanakan penvusunan
bahan petunjuk teknis perencanaan dan program,-
surveyv dan pemetaan. hidrologi dan hidrometri,
pemantauan serta evaluasi.

Untuk. menvelenggarakan tugas pokok sebagai-
mana dimaksud pada avat (1) Pasal ini., Seksi
Survey dan Pengendalian Operasional mempunyai
fungsi

a. Pelaksanaan penyusunan program dan peren-
canaan teknis operasional

Pelaksanaan survey dan pemetaan pengairan:
Pelaksanaan hidrologi dan hidrometri :
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

oo o

Sub Seksi Surveyv dah Pengendalian Operasional.
membawahkan

a. Sub Seksi Perencanaan dan Program

h. Sub Seksi Survev dan Pemetaan

c. Sub Seksi Hidrologi dan Hidrometri :
d. Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi.



(1)

(1)

o~
2

_.1'6..
Pasal 14

Sub Seksi Perencanaan dan  Program mempunyvai
tugas pokok mempersiapkan bahan penyvusunan
program pengembangan .sumber air.

Untuk menvelenggarakan tugas pokok sebagai-
mana dimaksud wpada avat (1) Pasal ini. Sub-
Seksi Perencanaan Program mempunyvai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi
data perencanaan praogram pengembangan
sumber air ;

b. Penviapan bahan penyvusunan program pe-
ngembangan sumber air

Pasal 15

Sub Seksi Survey dan Pemetaan mempunvai tugas
pokok mempersiapkan hahan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan survey
dan pemetaan. : '

Untuk menvelenggarakan tugas pokok sebagamana
dimaksud pada avat (1) Pasal ini. Sub Seksi
Survev dan Pemetaan mempunvai fungsi :

a. Pengumpulan dao pengolahan serta evaluasi
data sumber air :

b. Penviapan bahan pembinaan, pengawasan
pengendalian .pelaksanaan survey dan peme-
taan. : ‘

Pasal 16.....0uu.... o117



(1)

(2)

(1)

(2)

- 17 -
Pasal 16

Sub Seksi Hidrologi dan Hidrometri mempunvai
tugas pokok mempersiapkan bahan penelitian.
pembangunan. pemeliharaan alat-alat hidrologi
dan hidrometri serta pengawasan pengendalian
kuantitas air permukaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai-

mana. dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub
Seksi Hidrologi dan Hidrometri mempunyai
fungsi

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi
data hidrologi. hidrometri dan kapasitas
air permukaan . .

b. Penyviapan bahan penelitian, pembangunan,
pemeliharaan  alat-alat hidrilogi dan
hidrometri serta ' pengawasan pengendalian
kuantitas air.

Pasal 17
Sub Seksi Pemantauan dan FEvaluasi mempunyai
tugas pokok mempersipkan bahan pelaksanaan
pemantauan. evaluasi dan pelaporan kegiatan

pembangunan di bidang pengairan.

Untuk menvelenggarakan tugas pokok sebagai-
mana dimaksud pada avat (1) pasal ini,Sub Sek-
si Pemantauan dan Evaluasi mempunyai fungsi

a. Pengumpulan......... 18
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a. Pengumpuian dan pengolahan serta evaluasi
data kegiatan pembangunan bidang pengair-
‘an : .

b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan nelaporan keg1atan pembangu-~
nan di bidang pengairan.

Paragraf 4
Seksi Pembangunan
Pasal 18

Seksi pembangurian mempunyvai tugas pokok me-
lasanakan pembinaan dan penyusunan bahan pe-
tun juk teknis penyusunan program, perencanaan
teknis. nembangunan dan peningkatan, Te-
habhilitasi serta tata teknik

Intuk menvelenggarakan tuéaﬁ pokok sebagai-
mana dimaksud pada avat (1) Pasal ini. Seksi
pembangunan mémpunvai fungsi

a. Pelaksanaan penyusunan program dan peren-
nacaan teknis pembangunan pengairan :

b. Pelaksanaan penyusunan -petuniuk teknis
pembangunan dan peningkatan pengairan :

c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknls dan
"rehabilitasi pengairan

d. Pelaksanaan tata teknis pengairan.

(3) Seksi.............. 16
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(3) Seksi pembangunan. membawahkan

(2)

(1)

Sub Seksi Perencanaan Teknis ;

Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan ;
Sub Seksi Rehabilitasi H

Sub Seksi Tata Teknik.,

QLo o

Pasal 19

Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunvai tugas
pokok mempersiapkan bahan penyusunan program,
perencanaan teknis pembangunan dan-

pPengembangan air.

Untuk - menyelenggarakan tugas pokok sebagai-
mana dimaksud pada avat (1) Pasal ini., Sub
Seksi Perencanaan Teknis mempunvai fungsi

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi
data perencanaan teknis

b. Penviapan bahan penvusunan program dan
berencanaan teknis pembangunan dan pengem-
bangan pengairan. '

‘Pasal 20
Sub Seksi Pembangunan dan peningkatan mem-
punyai tugas pokok mempersiapkan bahan pe-

nvusunan petunjuk teknis pembangunan dan
peningkatan pengairan

(2) Untuk.............. 20



(2)

(1)

(1)

- 20 -

Untuk menvelenggarakan tugas pokok sebagai-
mana dimaksud pada avat (1) Pasal ini Sub
Seksi Pembangunan dan Peningkatan mempunyai
fungsi

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi
data kebutuhan dan kemampuan pengairan

b. Penyviapan bahan penyusunan petunjuk teknis
pelaksanaan pembangunan dan peningkatan
pengairan.

Pasal 21

Sub Seksi Rehabilitasi mempunvai tugas pokok
mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis
peltaksanaan Rehabilitasi bangunan pengairan.

UIntuk menvelenggarakan tugas pokok sebégai~
mana dimaksud pada avat (1) Pasal! 1ini, Sub
Seksi Rehabilitasi mempunvai fungsi

a. Pengumpulan dan  pengo1ahan serta evaluasi
data kondisi bangunan pengairan ;

b. penyiapan bahan penvusunan petunjuk teknis

pelaksanaan rehabilitasi bangunan pengairan.

Pasal 22

Sub Seksi Tata Teknis mempunyai tugas pokok

mempersiapkan- - bahan pelaksanaan pembinaan
pengadaan jasa konstruksi., pengkajian dokumen
teknis serta - pengadministrasian kegiatan

provek pembangunan pengairan.

(2) Untuk.............. 21
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(2) Untuk menvelenggarakan tugas bokok sebagai-

(1)

(2)

mana dimaksud pada ayvat (1) Pasal ini, Sub
Seksi Tata Teknis mempunyai fungsi

a.. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi

data jasa konstruksi dan data teknis
pengairan :

‘b.. Penviapan bahan pelaksanaan pembinaan
rengadaan jasa konstruksi. pengkajian do-~
kumen teknis serta pengadministrasian

kegiatan provek pembangunan pengairan.
| Paragraf 3
vSeksi Operasi dan Pemeliharaan
Pasal 23

Seksi Cperasi dan pemeliharaan mempunyai tugas
pokok melaksanakan penvusunan hahan petuniuk
teknis kegiatan pengendalian, pengoperasian,
pemeliharaan dan pengelolaan IPAIR, wpendataan
serta inventarisasi.

Untuk menvelenggarakan tugas pokok sebagaima~
na dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi oO-
perasional dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penvusunan petunjuk teknis
kegiatan pengendalian dan pengoperasian
kuantitas serta sumber air

b Delaksanaan .......... 22



(1)

(2)

b. Pelaksanaan penvusunan petunjuk teknis
kegiatan pengendalian dan pemeliharaan
hangunan pengairan ) ’

¢. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis
keeiatan pengelolaan penerapan TPATR

d. Pelaksanaan rendataan dan pengevaluasian,
Seksi Operasi dan Pemeliharaan, membawahkan:
Sub Seksi Operasi H

Sub Seksi Pemeliharaan ;

Sub Seksi IPATR
Sub Seksi Data dan Inventarisasi.

220 T

Pasal 24

Sub  Seksi Opefasi mempunyai tugas pokok

‘mempersipkan bahan penvusunan petuniuk teknis

pelaksanaan pengendalian . dan pengoperasian
kuantitas dan sumber air.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) Pasal inij. Sub
Seksi Operasi mempunvai fungsi

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi
data kuantitas dan sumber air :

b. Penviapan hahan penyvusunan petunjuk teknis
relaksanaan kegiatan pengendalian . dan
pemeliharaan bangunan air.

Pasal 25............... 23



(1)

(2)

_23...
Pasal 25

Sub Seksi Pemeliharaan mempunvai tugas pokok
mempersiapkan bahan penvusunan petunjuk tek-
nis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan
pemeliharaan bhangunan pengairan.

Untuk menvelenggarakan tugas pokok sebagai-
mana dimaksud pada avat (1) Pasal ini. Sub
Seksi Pemeliharaan mempunyvai fungsi

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi
data kondisi bangunan pengairan

b. Penviapan bahan penyusunan petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan pengendalian dan
peningkatan bangunan pengairan.

Pasal 26

Sub Seksi IPATR mempunyai tugas pokok mem-
persiapkan bahan penyvusunan petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan pengelolaan penerapan
TPATR.

‘Untuk menvelenggarakan tugas pokdk- Sebagai—

mana dimaksud pada avat (1) Pasal ini, Sub
Seksi TPATR mempunvai fungsi

A. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi
data pelaksanaan TPAIR :

b. Penyiapan ........... 24
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b. Penviapan bahan penyusunan - petunluk teknis
pelaksanaan kegiatan pengelolaan  dan
penerapan IPAIR

Pasal 27

Sub Seksi Data Inventarisasi mempunyai tugas
pokok mempersipkan bahan pelaksanaan inven-
tarisasi, mutasi dan pemutahiran data sumber
air serta areal irigasi. '

Untuk menyelenggarakan tugas pokok"sebaoai—
mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub
Seksi Data dan Inventar1sa31 mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi
data sumber air dan areal irigasi

b. Penyiapan bahan pelaksanaan 1nventarlsa81.
mutasi dan pemutahiran data sumber air
serta areal irigasi.

Paragraf 6

Seksi Pengairan Pedesaan

Pasal 28

Seksi Pengairan Pedesaan mempunyai tugas pokok

melaksanakan penvusunan petunjuk teknis dan
penvusunan bahan pembinaan perencanaan teknis
pembangunan dan peningkatan rehab111taq1 dan
rengelolaan serta pengembangan P3A.

(2) Untuk.............. 25
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(2) Untuk menvelenggarakan tugas pokok sebagai-

o]

mana dimaksud pada avat (1) Pasal ini. Sub
Seksi Pengairan Pedesaan mempunyvai fungsi

a. Pelaksanaan pembinaan perencanaan teknis
pengembangan irigasi pedesaan

b. Pelaksanaan pembinaan pembangunan dan
peningkatan irigasi pedesaan :
c. Pelaksanaan pembinaan rehabilitasi dan

pengelolaan irigasi pedesaan :
d. Pelaksanaan pembinaan pengembangan P3A.

Seksi Pengairan Pedesaan, membawahkan

a. Sub Seksi Bina Perencanaan Teknis ;

b. Sub Seksi Bina Pembangunan dan Peningkatan;

c¢. Sub Seksi Bina Rehabilitasi dan Pengelo-
laan ' . . .

d. Sub Seksi Pembinaan dan Pengembangan P3A.

Pasal 29

Sub Bina Seksi Perencanaan Teknis mempunvai
tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan
pembinaan perencanaan teknis pengembangan
irigasi pedesaan.

untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai-

mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.Sub Sek-
si Bina Perencanaan Teknis mempunyai fungsi

a. Pengumpulan......... 26
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i 1 . ' - 1

2l '+an serta  evaluasi

datu teknis irigasi P

b. Penyiapan bahan pelaksanaan @ %i.aan pe-
TEeue.aan teknis pengembangan irigasi
pedesaan. :

Pasal 30

Sub Seksi Bina Pembangunan dan Peningkatan
mempunyai tugas- pokok mempersiapkan bahan
pelaksanaan pembinaan. pengawasan dan pe-
ngendalian kegiatan pembanounan dan pening-
katan irigasi pedesaan.

Untuk menvelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada avat (1) Pasal ini., Sub Seksi
Bina Pembangunan dan Peningkatan mempunyai
fungsi

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi
data kebutuhan irigasi pedesaan :

b. Penviapan bahan pelaksanaan rembinaan
pengawasan dan pengendalian kegiatan pem-
bangunan irigasi pengairan.

Pasal 31

Sub Seksi Bina Rehabilitasi mempunyvai tugas
pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan pembi-~
naan. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
rehabilitasi dan pengelolaan irigasi pedesaan.

{2) Untuk.............. 27
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Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai-
mana dimaksud pada avat (1) Pasal 1ini, Sub
Seksi Bina Rehabilitasi mempunyai fungsi

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi
data kondisi irigasi :

b. Penviapan bahan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan
pengelolaan irigasi pedesaan.

Pasal 32

Sub  Seksi Pembinaan dan Pengembangan P3A
mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan
pelaksanaan program. model, tatalaksana pem-
binaan serta pengembangan P3A.

Untuk menvelenggarakan tugas pokok sebagamana
dimaksud pada avat (1) Pasal ini. Sub Seksi
Pembinaan dan Pengembangan P3A mempunvai
fungsi

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi
data pengembangan P3A mitra cai

b. Penviapan bahan pelaksanaan program, modul,
tatalaksana pembinaan serta pengembangan
P3A.

Paragraf .......... e e 28
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Paragfaf 7
Seksi Bina Manfaat

Pasal 33

(1) Seksi Bina Manfaat tugas pokok melaksanakan

penvusunan bahan petunjuk teknis pembinaan
administrasi perijinan, retribusi pelaksanaan
pengawasan dan pengendalian serta penyuluhan
bahan pengairan.

Untuk menyvelenggarakan tugas pokok sebagai-
mana dimaksqd pada avat (1) Pasal ini. Seksi
Bina Manfaat mempunyai fungsi

a. Pelaksanaan dan penyvuluhan petunjuk teknis
pembinaan administrasi perijinan penggunaan
air .

b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
pengelolaan retribusi penggunaan air dan
sumber air

¢. Pelaksanaan dan penvusunan petunjuk teknis
kegiatan pengawasan dan pengendalian peman-
faatan perijinan penggunaan air ;

d. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
kegiatan penyuluhan di bidang pengairan.

(3) Seksi...ovuunnn ..., 29
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Seksi Bina Manfaat, membawahkan

Sub Seksi Perijinan

Sub Seksi Retribusi :

Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Sub Seksi Penyuluhan. '

20T

Pasal 34

Sub Seksi Periiinan mempunvai tugas pokok
mempersiankan bahan penvusunan petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan administrasi, inventari-
sasi dan pengelolaan perijinan penggunaan air
dan sumber air.

Untuk menyvelenggarakan tugas pokok sebagai-
mana dimaksud pada ayvat (1) Pasal ini, Sub
Seksi Perijinan mempunyai fungsi

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi
data perijinan ; '

b. Penyiapan bahan dan penyvusunan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan administrasi,
inventarisasi dan pengelolaan perijinan
penggunaan air dan sumber air.

Pasal 35

"Sub  Seksi Retribusi mempunyai tugas pokok

mempersiapkan bahan penvusunan petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan administrasi, penggunaan
air dan sumber air.

(2) Untuk..... . 30
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Untuk menyvelenggarakan tugas pokok sebagai-
mana dimaksud pada avat (1) Pasal ini, Sub
Seksi Retribusi mempunyai fungsi

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi
data Retribusi

b. Penviapan bahan dan penvusunan petunjuk
teknis pelaksanaan pengelolaan Retribusi
pengeunaan air dan sumber air.

Pasal 36
Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian mem-
punyvai tugas pokok mempersiapkan bahan dan
petunjuk teknis pelaksanaan - -pemanfaatan

perijinan air.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai-
mana - dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub
Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai
fungsi '

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi
data perijinan air :

b. Penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksa-
naan pemanfaatan perijinan air.

Pasal 37

Sub  Seksi Penyuluhan mempunvai tugas pokok
mempersiapkan bahan penvusunan petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan penvuluhan bidang
pengairan

{(2Y Untuk.............. 31
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{2) Untuk menvelenggarakan tugas pokok sebagai-
mana dimaksud pada avat (1) Pasal ini. Sub
Seksi Penvuluhan mempunvai fungsi

a. Pengumpulan dan pengolahan data serta
evaluasi hasil penvuluhan ‘

b. Penviapan bahan penvusunan petunjuk teknis
kegiatan penvuluhan bidang pengairan

Paragraf §
- Cabang Dinas
Pasal 38
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang
Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetap-
kan dengan peraturan perundang-undangan tersendi-

ri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam
Negeri. :

Paragraf 9
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 39
Pembentukan. Organisasi dan Tata Kerja UPTD. serta
pengaturan lebih  lanjut akan ditetapkan dengan
neraturan perundang-undangan tersendiri setelah

memenuhi kriteria wvang ditetapkan oleh Menteri
NDalam Neggeri.

Paragraf 10....... e e o 32
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Paragraf 10
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 40

Kelompok Jabatan fungsional! mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas
secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional- sebagaimana  di-
maksud pada avat (1) Pasal ini, dalam melak-
sanakan tugas pokoknya bertanggung jawab ke-
pada Kepala Dinas.

Pasal 41

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada
pasal 40. terdiri atas sejumlah tenaga. dalam
ienjang jabatan fungsional vang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannva.

Setiap kelompok tersebut pada avat (1) Pasal
ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior vang ditunjuk diantara tenaga fungsi-
onal vang ada dilingkungan dinas.

Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada avat
(1) pasal ini, ditentukan sifat, jenis, ke-
butuhan dan beban kerja.

(4) Jenis.....vuuuuunn. 33
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Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut
pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 1V
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
‘Pasal 42

Hal-hal vang menjadi tugas pokok Dinas
merupakan suatu kesatuan yang satu sama . lain
tidak dapat dipisahkan. )

Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai Pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang pengairan,
kegiatan operasionalnyva diselenggarakan oleh
Seksi. Cabang Dinas dan UPTD menurut bidang
tugas masing-masing.

Kepala Dinas baik Teknis Operasional maupun
Teknis Administratif berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah
dan dalam melaksanakan tugas pokoknya
menyelenggarakan hubungan fungsional dengan
instansi lain vang berkaitan dengan fungsinva.

(4) Setiap............. 34
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Setiap pimpinan satuan organisasi di ling-
kungan Dinas. dalam melaksanakan tugasnya
wajib menetapkan S prinsip . koordinasi,
integrasi. sinkronisasi dan simplikasi.

Setiap pimpinan satuan organisasi di ling-
kungan Dinas. wajib memimpin dan memberikan
himhingan serta vpetunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan. :

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 43

Kepala Dinas Waiib memberikan laporan tentang
pelaksanaan tugasnva secara teratur. jelas
serta tepat pada waktunyva kepada Bupati Kepala
Daerah.

Setiap vpimpinan satuan organisasi di ling-
kungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasannya masing-masing serta memberlkan la-
poran tepat pada waktunya.

Setiap laporan vang diterima oleh pimpinan
satuan . organisasi dari bawahan, wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan. )

(4) Pengaturan.........35
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Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara
penvampaiannya. berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan vang herlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakilj

Pasal 44

Dalam hal Kepala Dinas ‘berhalangan, Kepala
Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata

Usaha.

Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata  Usaha
berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menun juk

-Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan

kepangkatannva.

‘BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 45

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

atas usul Bupati Kepala Daerah.

Kepala Dinas berkewajiban dan bertangging
jawab dalam mempersipkan bahan rancangan ke-
bijaksanaan ‘Bupati Kepala Daerah di bidang
kepegawaian. '

{3) Pejabat............36
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(3) Pejabat-pejabat lainnva di lingkungan Dinas di
angkat dan diberhentikan oleh pejabat vang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan wvang berlaku.

BAB VI
PEMBTAYAAN
Pasal 46

Pembiavaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapa-

tan dan.Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Majalengka dan penerimaan sumber lainnya yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Hal-hal wvang belum cukup diatur dalam Peraturan
Daerah ini. sepanjang mengenai teknis pelaksana-

annva. akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepa-
la Daerah.

Pasal 48
Dengan herlakunva Peraturan Daerah ini segala
ketentuan vang bertentangan dengan Peraturan

Daerah ini dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 49..............,. 37
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Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. '

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerin-
tahkan ~ pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

" Daerah Tingkat TT Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengha.
Pada Tanggal : 23 Pebruari 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAN BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT I1

KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 WAJALENGEK 4
WATALENGKA
Ketua,
Cap ttd ' Cap ttd
{ Drs.H.¥. KOSASIH SUGIANTO ) ( Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH )

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1T
Jawa Rarat dengan Surat = Keputusan Nomor
188.342/SK.936-Huk/1998 Tanggal! 10 Juni 1998.

Diﬁndangkan ............ 38
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